BAB 111

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1

Kode Etik Kepolisan dapat mengurangi/mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang berupa pelanggaran
etika dan displin Polri, karena memuat sanks yang cukup berat mulai dari
sanksi berupateguran lisan hingga pemecatan.

Hambatan dalam penegakan hukuman kode etik bagi anggota Polri adalah,
semua keputusan pelanggaran Kode Etik menjadi kewenangan mutlak
Ankum dan tidak ada upaya hukum, sering menemui hambatan yang
berkaitan dengan alat bukti khususnya saksi, sering terganggu karena

pertimbangan collega atau melindungi korps.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peunlis dapat

memberikan saran sebagai berikut:

Agar penegakan hukuman bagi anggota Polri dapat berjalan secara

efektif, diperlukan sosialisasi kepada seluruh anggota Polri dan masyarakat

baik melalui pembinaan di Kesatuan maupun melalui mass media tentang

peraturan disiplin Polri dan kode etik Polri. Proses penegakan hukuman
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tersebut perlu adanya pengawasan dan pengendalian dari Kesatuan yang lebih
tinggi dari Kesatuan yang sedang menangani perkara pelanggaran tersebut,
supaya diharapkan Polri dapat meningkatkan profesionalisme kerja yang

bertujuan untuk menarik simpati masyarakat.
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